PENATAAN MANAJEMEN
LALU LINTAS DI JAKARTA

(Kajian Atas Maraknya Angkutan Umum Plat Hitam)
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sih saja berkeliaran dengan bebas, khusus-
nyadiwilayah Jakarta Barat dan Jakarta Uta-

ra. Pertikaian antara sopir angkutan platku- |

mengganggu ketertiban umum, karena mereka
selalu memblokir jalan dan melakukan tindak-
an main hakim sendiri dengan mengenhenti-
kan atau melakukan sweeping terhadap om-
prengan plat hitam. Selain itu dengan mereka
tidak beroperasi, maka masyarakat menjadi
terganggu karena sarana angkutan umum
yang menjadi tumpuan dalam menunjang
aktivitasnya tidak ada. Akibatnya aktivitasnya
sehari-hari bukan hanya terganggu, tetapi
juga menjadikannya tidak bisa produktif.

T JAGRAT!

dikeluarkan Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat Departemen Perhubungan. Dalam
pandangan Pemproy, langkah yang yang
paling tepat adalah penindakan.

Namun begitu tentu saja tidak mudah
melakukan tindakan penertiban pada masalah
ini. Hal ini karena persoalan omprengan plat
hitam bukan hanya masalah pelanggaran
ketentuan lalu lintas saja, tetapi ada masalah
lain yang lebih mendasar yaitu masalah
mendasar. Sulitnya mencari peluang peker-

ning dan plat hitam tidak hanya mengganggu
masyarakat pengguna transportasi umum, te-
tapi juga masyarakat yang lain karena sering
kali aksi kekerasan muncul dalam pertikaian
tersebut. Tindakan mencegat omprengan plat
hitam tentu saja meresahkan masyarakat kare-
na seringkali muncul tindakan keras.

SISTEM TRANSPORTASI
Menyikapi persoalan tersebut, ada baik-
nya kita melihat secara mendasar mengenai

|
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kebutuhan masyarakat atas transportasi, ter-
utama dengan melihat perkembangan kota Ja-
karta dengan segala dinamikanya. Perkem-
bangan Kota Jakarta yang semakin semakin
pesattidak hanya berpengaruh bagi dinamika
Kota Jakaria saja tetapi juga memberikan imbas
pada daerah-daerah di sekitarnya. Namun
seiring dengan perkembangan kota-kota pe-
yangga di sekitar Jakarta seperti Bogor, De-
pok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur, selain
membawa kemajuan dalam peningkatan kese-
jahteraan penduduk, juga memunculkan ba-
nyak masalah baru. Salah satu masalah ter-
sebutadalah terganggunyasistem transportasi
jalan raya karena tingkat kempleksitas yang
tinggi pada tiap masalah yang muncul.

Terkait dengan masalah yang dibahas da-

lam artikel ini, kehadiran omprengan plaih
sebenarmya merupakan jawaban
mintaan masyarakat akan kebutul
an umum. Namun ternyata ang

'penggerak dan penunjang pembangunan na-

resmi (berplat kuning) merasa bahwa keha-
diran omprengan plat hitam menggangau pe-
masukan mereka. Pemprov DKl selaku regu-
|ator untuk frayek menjelaskan bahwa jumiah
angkutan plat kuning sudah memadai. Perso-
alan ini menyebabkan masalah dalam realitas
aktivitas transportasi. Persoalan transportasi
ini tentu saja menimbulkan situasi tidak ter-
peliharanya keamanan, ketertiban, kelancar-
an, serta keselamatan lalulintas. Tujuan dise-
lenggarakannya transportasi jalan, seperti
dinyatakan dalam Undang-undang R Nomor

1 Untuk menunjang pemerataan, per-
buhan dan stabilitas sebagai pendorong,

sional dengan biaya yang terjangkau oleh
daya belimasyarakat.

Esensi yang diharapkan dalam transportasi
jalan, yaitu adanya keteraturan yang diwujud-
kan dalam bentuk situasi transportasi yang
aman, cepat, nyaman dan efisien. Karena de-
ngan adanya kondisi aman, nyaman, cepat
dan efisien, akan bisa diwujudkan harapan
akan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas. Kendisiini akan mampu
menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan
stabilitas, sebagai pendorong, penggerak, dan
penunjang pembangunan nasional. Tugas

untuk mewujudkan keamanan, keselamatan,
\I(eta%ib:n, dan kelancaran lalullintas (kamsel-
s

anitas) harus dilakukan secara terpadu
older, dengan salah satu stake-
|:s1 lalu lintas. Selain polisi
inas Pekerjaan Umum, Dinas
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hitam, jawabannyansederhana karena ma-
najemen lalu lintas'yang dilakukan tidak ber-
jalan dengan baik. Salah satunya karena tidak
terselenggaranya keterpaduan moda fran-
sportasiyangada. Hal ini harus kita akui se-
bagai kesalahan kita bersama. Sehingga
memang bukan pada tempatnya untuk saling
menyalahkan. Dalam rangka pelaksanaan
manajemen lalu lintas menjadi hal yang sangat

penting ketika kita juga harus bertolak dari
sistem transportasi terpadu. Karena itu segala
kebijakan yang dilakukan harus diawali dari
pijakan secara menyeluruh. Penentuan kuota
jumlah angkutan pada tiap-tiap trayek misainya,
tentu harus juga melihat bagaimana keterkaitan
dengan moda yang lain. Sehingga keterpa-
duan antarmoda tersebut bisa menjadi solusi
untuk tujuan adanya transportasi jalan, yaitu
transportasi yang aman, nyaman, cepat, dan
efisien.
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MUNCULNYA OMPRENGAN PLAT HITAM

Jika kita kaji secara mendalam mengapa
omprengan plat hitam muncul, kemudian ada
protes dari sopir angkutan plat kuning, lalu
ada tuntutan dari omprengan plat hitam untuk
dilegalkan, kemudian ada jawaban dari Pem-
prov bahwa angkutan plat kuning sudah sesuai
kuota, hal ini menunjukkan bahwa jen
transportasi yang menjadi dasar kebijakan
dalam penataan transportasi di Jakarta belum
tertata dengan baik. Mana yang harus
diperbaiki, marilah kita bahas bersama dengan
melihatkan semua stakeholder sehingga
penangannya bisa lebih komprehensif.
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Upayarepresif. Khusus untuk penlndakan pe-
langgaran omprengan plat hitam yang difa-
kukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro
Jaya, pada tahun 2007 telah dilakukan 12.548
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matan, TtaﬁicManagement Centre Kawasan
Tertib Lalu Lintas, sekolah mengemudi, taman
lalulintas, operasi kepolisian, Saka Bhayar
karaaLantas dan penegakkan hukum
*'Pemenntahvl%rownsnﬁ)K S

satu i ran-
spoﬂasn Makro yang telah ditakikan adalah

T

ka kit Iakukan analisis atas kebijakan pola
s makro di Jakarta dengan meng-
nmodel EFAS/IFAS (Eksternal Factor
nalysrs Summary / Internal Faktor Analysis
Summary) pilihan unfuk pengembangan tran-

sportasi massal adalah langkah yang paling
tepat. Dari sisi internal, posisi Jakarta sebagai

~penindakan. Kemudian pada tahun 2008,
bulan Januari sampai dengan Mei sudah
5.017 penindakan. Namun tetap saja, om-
prengan plat hitam terus beroperasi. Sehingga
kesannya telah terjadi “kucing-kucingan”
dengan aparat.

Selain itu, dalam rangka ikut berperan
memberikan kontribusi bagi lancamya akfivitas
transportasi di Jakarta agar kondisi lalu lintas
aman, selamat, tertib, dan lancar, Ditlantas Pal-
da Metro Jaya mempunyai 13 program dalam

pengembangan angkutan umum massal beru-
pa Bus Rapid Transit (BRT) yang lebih di-
kenal dengan sarana Busway. Namun dalam
operasionalisasinya, implementasi BRT atau
Busway tidak bisa optimal. Kendisi ini dise-
babkan beberapa hal tidak tertangani dengan
baik, yaitu tidak tersedianya bus feedersecara
memadai, penataan frayek yang tidak men-
dukung interkoneksi antarmoda transportasi,
rasionalisasi angkutan umum bus yang tidak
berjalan, penambahan dan peningkatan ka-

sentral dari berbagai hal tak bisa dihindari.
Jakarta adalah pusat pemerintahan, sentra
perekonomian, sentra politik dan kota metro-
politan. Selain itu kota Jakarta dikelilingi oleh
tujuh wilayah penyangga. Dari sisi eksternal
bisa kita temukan fakta bahwa tingkat pela-
yanan angkutan publik tidak nyaman dan tidak
aman. Selain itu koneksitas angkutan dalam
kota dan luar kota masih terbatas, serta belkum
terintegrasinya sistem operasional tmsportasi
di wilayah Jakarta.




Maka melihat kenyataan ini adalah hal yang
masuk akal jika kemudian muncul adanya om-
prengan plat hitam sebagai sarana transportasi
alternatif yang dipilih oleh sebagian masya-
rakat, karena moda transportasi yang ada ti-
dak bisa memenuhi kebutuhannya dalam pe-
nyediaan fasilitas transportasi. Karena mun-
cu!nya sarana altematif ini merupakan ‘jawab-
an’ atas manajemen transportasi yang belum

tertata, maka yang terjadi adalah munculnya

konflik. Konfiik antar pengemudi angkutan plat
kuning dan plat hitam, konflik antara pengatur
dilapangan, konflik antar pengambil kebijakan,

dan konflik di masyarakat dengan segala ke-

pentingan yang melatarbelakanginya.

MANAJEMEN TRANSPORTASI
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lalu lintas ada tujuh hal yang harus diper-
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dan penataan fasilitas jalan; c. Penataan ling-
kungan dan rekayasa tata ruang dan tata guna
tanah, dan d. Penataan peraturan dan per-
undang-undangan yang terkait. Program ini
bisa dilakukan dengan kontrol pelaksanaan
sistem transportasi yang tepat, pendidikan pa-

da masyarakat, serfa penegakan hukum. Eva-
luasi atas pelaksanaan program ini akan men-
jadi bahan untuk perencanaan penataan se-
lanjutnya. Model manajemen yang dilakukan
harus menyesuaikan dengan berbagai keter-
batasan dalam sistem transportasi jalan di

péida posisi i bisa disimpulkan e
ansportasi di Jakarta adalah pada situasi

konsentrasi melalui integrasi horisontal. Pada
posisi ini dalam penan ana najemen lalu
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erpadu. Dari perspekiif kepolisian bisa kita
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sportasi ini tidak hanya dilakukan oleh Pen-
prov DK Jakarta tetapi juga wilayah se Jabo-
fabek perfu pada masing-masing daerah untuk

bafsedta memahami konsep megapolitan se-
bagai dasar dalam melakukan langkah-lang-
kah manajerlal Polda Metro Jaya sudah me~
lakukannya dengan melakukan kendali lalu
lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya oleft
Dirlantas Polda Metro Jaya melalui Trafiic Ma-
nagement Center (TMC). Pada kepentingan
transportasi makro bentuknya bisa didisain
dalam perencanaan bersama, baik mengenéi
tata ruang, penentuan akses jalan, dan hal-
al lain yang berkaitan dengan peningkatan
aksesibilitas dan keterpaduan moda

ajemen lalu lintas kita mengenal
apasitas, manajemen per-
anajemen prioritas. Keti-

rus difakukan secara sinergis sesuai
kandi rangka penerapan
kebijaka (/intas. Munculnya
omprengan modatranspa‘r—

rena 1tu diperlt
najamen lalulin
~ masalah, yaitu ke
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g!a}llgegla n perencanaan,
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' "'r'nakro maka secara perlahan kebu-
masyarakat akan bisa terakomodasi
melallii public transportyang mampu secara

‘ideal memenuhi sistem transportasi yang ada,

sehingga konflik antara omprengan plat hitam

sediaan informasi masyarakat tentang lalu lin-
tas jalan, peraturan perundang-undangan lalu
lintas dan penegakan hukum, persyaratan
prasarana jalan, persyaratan fasilitas kega-
watdaruratan jalan dan pendanaan
keselamatan dijalan.

Maka dalam rangka perencanaan tran-
sportasi makro yang bisa dilakukan dalam
rangka manajemen lalu lintas dengan melihat
kondisi Kota Jakarta adalah: a. Rekayasa lalu
lintas dan angkutan; b. Rekayasa jalan raya

namun juga termasuk bagaimana melakukan
pembelajaran mengenai perilaku masyarakat
dalam berlalu lintas. Perilaku tersebut bisa
dilakukan dengan terlebih dahulu mempersi-
apkan sistemnya sehingga masyarakat akan
terkondisikan dengan sistem yang secara tidak
langsung akan membentuk perilaku berlalu
lintas seperti mematuhi rambu yang harus di-
taati karena infrastruktur untuk proses mema-
tuhi rambu sudah memadai.

Karena efekiifitas dan efisiensi sistem tran-

dan angkutan umum plat kuning seperti yang
sekarang ini terjadi bisa pada masa mendatang
tidak terjadi lagi. Kita memang harus selalu
berusaha. (¥)

(Footnotes)

' Kombes. Pol. Drs. Djoko Susilo, SH,
M.Si; Direktur Lalu Lintas Polda Met
ropolitan Jakarta Raya.






